BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG
PENGELUARAN UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT
MENGIKAT DAN WAJIB MENDAHULUI PENETAPAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sampai saat
ini belum ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai batas waktu I (satu) bulan
sebelum tahun anggaran berikutnya tidak mengambil keputusan
bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati melaksanakan, pengeluaran
selinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan
setiap bulan yang diprioritaskan untuk belanja bersifat mengikat dan
belanja bersifat wajib,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati sebagai dasar
untuk pengeluaran yang bersilat mengikat dan wajib mendahului
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2007,

Mengingat  : |. Undang-undang Nomor 13 ‘Tahun 1950 jis Peraturan’ Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982
tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat 11 Magelang
dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Magelang ke Kecamatan
Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I Magelang
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (lembaran Negura Republik Indonesia 1985 Nomor 68,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nome: 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3569),

3. Undang-undang Nonior 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan (Uindang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Repu. lik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246
Tambahan Lembaran Nega.u Nomor 4048);
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4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan’ Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia .
Tahun 1997 Nomo 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286), '

7. Undang-undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389),

9. Undang-undang Nomor |5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400),

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4548);

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tumbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575),

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 “lahun 2005 tentang  Sistem
Informasi Keuangan Duerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
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19. Peraturan Pemerintdh Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614), ,

21, Peraturan Dacrah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2002
tentang  Pokok-pokok Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah;

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan :  Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 170/869/11/X11/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang
Persetujuan  Pembayaran mendahului Penetapan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2007 guna mengeluarkan uang untuk yang bersifat
mengikat dan wajib.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN UNTUK
BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENETAPAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 menggunakan plafon
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

Pasal 2

(1). Plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal | untuk keperluan belanja
bersifat mengikat dan wajib.

(2). Belanja yang bersifat mengikat dan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi ;

Belanja Pegawai ;

Upah Tenaga Kontrak,

Belanja Tak Terduga;

Belanja Perjalanan Dinas;

Belanja jasa kantor; telpon,listrik dun air

BBM,

Bantuan pemulangan Haji,

Pengisian dan Pengambilan Sumpal / junji BPD;
Pemilihan Kepala Desa.

mFE Soea0cow

Pasal 3

Pengguna anggaran wajib menyampaikan pe tanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran
Il)‘ar;ulr: Anggaran 2007 kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
criaku,
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l’asal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal* I Januari 2007 sampai dengan ditetapkannya .
Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Magelang.

Ditctapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Jomvar) 2007

BUPATI MAGELANG,
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SINGGIH SANYOTO
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BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2007 NOMOR »
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